WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor : 2899/12/MEN.M/2014
tanggal 30 April 2014 perihal Harga Eceran Tertinggi
(HET) Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg dan Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal 5
Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET)
Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg;

b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha
dan perlindungan konsumen Liquefied Petroleum Gas 3
Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro akibat
telah terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sejak
Tahun 2011, maka dipandang perlu melakukan
penyesuaian harga eceran tertinggi Gas Elpiji tabung 3
Kilogram di Kota Palopo;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palopo tentang Harga Eceran
Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3
kg di Kota Palopo;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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11.

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4152);

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11T ahun

2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5589),

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan
Penctapan Harga Gas LPG tabung 3 kg;

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor
28 tahun 2008 tentang Harga Eceran LPG Tabung 3 kg
untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
Gas LPG;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 05
tahun 2011 dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pembinaan Pengawasan  Pendistribusian

Tertutup LPG di Daerah;
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MEMUTUSKAN

Menetaplan * PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA PALOPO

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Palopo.

4. Harga Eceran Tertinggi yang, selanjutnya disingkat HET, adalah Harga
jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi
daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan
fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.

5. Pangkalan / Sub Penyalur adalah merupakan perpanjangan tangan dari
Agen/Penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan
Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen
LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen
Rumah Tangga dan usaha mikro.

6. Agen adalah Penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha
Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistrubusian LPG tertentu
atas persetujuan Dirjen Minyak dan gas bumi.

7. Margin pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang

diperoleh Pangkalan dari Agen.
8. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh

Agen dari PT. Pertamina (persero).

9. Liquified Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas
hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan
penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

10.LPG tertentu adalah LPG tabung yang akan merupakan bahan bakar
yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti
pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya

Yang masih harus diberikan subsidi.
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BAB II

|
|
!
|
E
( HARGA ECERAN TERTINGGI
i Pasal 2

l pengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3
| ke dalam wilayah Kota Palopo sebesar Rp.16.500,- (Enam Belas Ribu Lima
Ratus Rupiah)

Pasal 3

HET LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan
rincian sebagai berikut:

a. HargaLPG ex SPBE/Filling Station = Rp. 11.588,-
b. Margin Agen + Biaya Operasional = Rp. 3.412,-
c. Harga Jual Agen ke Pangkalan = Rp. 15.000,-
d. Margin Pangkalan =Rp. 1.500,-
HET Tingkat Pangkalan = Rp. 16.500 ,-
Pasal 4

HET LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat
disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

Pasal 5

Setiap Agen atau Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk
memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di

tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 6

Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga
dikenakan sanksi sesuai ketentuan

(tiga) Kilogram di tingkat pangkalan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN BAGI AGEN

Pasal 7

(1) Agen bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran gas LPG tabung 3 kg

ke pangkalan, berdasarkan harga yang telah di tetapkan.
(2) Pemberhentian Agen gas LPG tabung 3 kg oleh Pertamina harus atas

usulan Pemerintah Kota.
(3) Agen dilarang mendirikan Pan
Koperindag Kota Palopo.
kalan pindahan dari Agen lain sebelum ada

(4) Agen dilarang menerima Pang
an Hubungan Kerja.

gkalan sebelum ada izin dari Dinas

Surat Keterangan Pemutus
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BAB IV
KETENTUAN BAGI PANGKALAN
Pasal 8

) pangkalan wajib memiliki Timbangan Ukuran minimal 15 kg.

2 pangkalan wajib memilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda
paftar Perusahaan (TDP).

3) pangkalan wajilb memasang papan merk usahanya guna mempermudah

pengawasan.
4) pangkalan wajib memiliki bak air untuk pengujian kebocoran Gas.

BAB V
LARANGAN BAGI PANGKALAN
Pasal 9
(1) Pangkalan dilarang menjual gas LPG tabung 3 kg keluar wilayah Kota

Palopo.
(2) Pangkalan dilarang menjual gas LPG tabung 3 kg di atas Harga Eceran

Tertinggi (HET) kepada konsumen.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal
8, dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran secara tertulis oleh Dinas Koperindag Kota Palopo
b. Pencabutan Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Koperindag Kota Palopo

¢. Pemutusan hubungan usaha.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

(). Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim

pengawasan gas LPG Pemerintah Kota.
(). Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan Walikota.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palopo
Nomor 4 tentang Tahun 2011 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Liquefied Petroleul Gas (LPG) 3 Kilogram dalam wilayah Kota Palopo dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Apabila terdapat kekeliruan dalam penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET)
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram ini, akan diperbaiki dan disesuaikan

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.
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2 Maret 2015
KOTA PALOPO

MUHAMMAD KASIM ALWI

' LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 12
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